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ABSTRAK 

(KEWAJIBAN PENGUSAHA MEMBAYAR UANG PESANGON TERHADAP 

PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI 

COVID-19 SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOE 13 TAHUN 2003 TENTANG 

KETENAGAKERJAAN), Hendrolinus Basman Roni, NIM 2016111269, Skripsi: 

Program studi Ilmu Hukum Universitas Flores. 

  

Situasi pandemi covid-19  tersebut berakibat adanya pemutusan hubunga 

kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Hubungan antara pengusaha dan pekerja 

akan terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 Undang – Undang 

Nomor 13 Tahnun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tidak diminta 

oleh bentuk tertentu, biasa dilakukan secara lisan dengan surat penunjukan oleh 

seorang pengusaha atau dalam menulis, 

metedologi normatif yang dipakai, maka pendekatan penelitian yang 

dipakai menggunakan pendekatan kualitatif. Sehubungan dengan itu dalam 

pendekatan penelitian kualitatif, analisis terhadap dinamika hubungan fenomena 

pemberian uang pesangon kepada pekerja yang di-PHK selama pandemi Covid-19 

dengan ketentuan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, diamati berdasarkan pada logika ilmiah dari setiap literatur 

ilmiah. 

Hasil penelitian yang peneliti temukan adalah Salah satu bagian dari 

persoalan yang dirasakan sebagai bentuk tindakan semena-mena dalam kebijakan 

PHK oleh badan usaha dan perusahaan, yaitu ketidakadilan atas uang pesangon 

yang semestinya menjadi hak dari para pekerja atau karyawan yang di-PHK 

berdasarkan pada ketetapan undang-undang Sesuai dengan ketentuan dalam <Pasal 
156 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan telah diubah melalui Pasal 81 

ayat (44) Undang-Undang Cipta Kerja= yang menyatakan bahwa <ketika terjadi 
pemutusan hubungan kerja (PHK) maka pengusaha berkewajiban untuk membayar 

uang  pesangon, uang  penghargaan masa jabatan, dan  uang pengganti hak kepada 

pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).= 

Kesimpulan Kewajiban Pengusaha Membayar Uang Pesangon terhadap 

pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada perusahaan di 

Kabupaten Ende sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan  yang sudah di tetapkan  akan tetapi perusahaan mengalami 

efisiensi yang mengakibatkan perusahaan kerugian yang cukup besar seghingga 

perusahaan melakukan pembayaran uang pesangon terhadap pekerja yang 

mengalami pemutusan hubunghan kerja namun tidak sesuai dengan undang-

undang yang di tetapkan. Diharapkan agar perlindungan hukum bagi pekerja 

perlu ditingkatkan yakni melalui peningkatan pengawasan dari pihak pemerinta 

sehingga meminimalisir permasalahan terkait Kewajiban Pengusaha Membayar 

Uang Pesangon Terhadap Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja 

 

Kata Kunci : kewajiban, pengusaha, Covid  
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ABSTRACT 

 (EMPLOYERS' OBLIGATION TO PAY SEVERANCE MONEY TO WORKERS 

FOR TERMINATION OF EMPLOYMENT RELATIONSHIPS DURING THE 

COVID-19 PANDEMI IN ACCORDANCE WITH LAW NOMOE 13 OF 2003 

CONCERNING LABOR), Hendrolinus Basman Roni, NIM 2016111269, Thesis: 

Law Study Program, University of Flores. 

 

 

The Covid-19 pandemic situation resulted in the termination of work relationships 

carried out by the company. The relationship between employers and workers will 

occur after the existence of a work agreement. In Article 1 of Law Number 13 of 

2003 concerning employment. The employment agreement is not requested in a 

specific form, usually done orally with a letter of appointment by an employer or 

in writing, the normative methodology used, the research approach used is a 

qualitative approach. In this connection, in a qualitative research approach, an 

analysis of the dynamics of the relationship between the phenomenon of giving 

severance pay to laid-off workers during the Covid-19 pandemic with the 

provisions of Article 516 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, is 

observed based on the scientific logic of every scientific literature. . 

The results of the research that the researchers found were one part of the problem 

which was felt as a form of arbitrary action in layoff policies by business entities 

and companies, namely injustice to severance pay which should have been the 

right of workers or employees who were laid off based on statutory provisions. -

Law In accordance with the provisions in "Article 156 paragraph (1) of the 

Manpower Act and amended through Article 81 paragraph (44) of the Job 

Creation Law" which states that "when there is termination of employment 

(PHK), the entrepreneur is obliged to pay severance pay, term of office awards, 

and compensation for rights to workers who have experienced termination of 

employment (PHK).= 

 

Conclusion The obligation of employers to pay severance pay to workers who 

experience termination of employment at companies in Ende Regency is in 

accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which has been 

stipulated, but the company experienced efficiency which resulted in a large 

enough loss for the company so that the company paid the money severance pay 

for workers who experience termination of employment but not in accordance 

with the established law. It is hoped that legal protection for workers needs to be 

improved, namely through increased supervision from the government so as to 

minimize problems related to the obligation of employers to pay severance pay to 

workers for termination of employment. 

 

Keywords: obligation, entrepreneur, Covid 
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